PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN R
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU P h NT

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau “Istana Kota P

Gedung Wanita Raja Saleha Lantai 2 Jalan Sultan Mansyur S
Dompak TANJUNGPINANG
Email : dpmptspkepri20@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 208 /1L.2/DPMPTSP/VIII/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA PLUS
AL-USTMANIYAH QUEEN AL FALAH

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang . a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan
akses pendidikan, Sekolah Menengah Atas Plus Al-
Ustmaniyah Queen Al Falah mengajukan permohonan Izin
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Swasta melalui surat Nomor 027/421.7/SMA PLUS Q A
BTM/V1/2021 tanggal 16 Juli 2021 hal Surat Permohonan

Izin Operasional Sekolah;

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau Nomor B/421.3/449.4/DISDIK/2021
tanggal 9 Agustus 2021 perihal Rekomendasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Izin

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Swasta Plus Al-Ustmaniyah Queen Al Falah:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c¢ perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 558'?] sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones:

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005’
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Ref
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lemt
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaim 5_';_-. tel
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah |
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Punm .I
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo *‘,;
5410); - e
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendldﬂﬁﬁ"
Negara Republik Indonesia Tahun ﬁﬁlﬁ - N
Tambahan Lembaran Negara Republik Inc one ‘: -. '
5105) sebagaimana telah diubah deaiﬂh
Pm:nenntah Hnmur 66 Tahun 2010 tentang F Tl s

!!'

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendlﬁkan ﬁ?,_ .
e Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nm 1 12, '“-- S
e Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
he - R 5157); o
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun
SEeNEE 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil
‘q s o _ Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu
A AR ~ Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
L H'.':‘.,.J_-':i:::_gn: .:._ﬂ s
-*;:;‘* =S ‘i’“ Hemturan Menten Pendidikan dan I{ehudayaan Nnmnr 36
Cate R o &numpan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita

e ‘--’_f{‘* 5 m Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1146);

& entang leyelunm:aan Pendidikan {Lembmn
- Dae ﬁmmm Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2,
Iaembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Riau Humur 59 Tahun 2017
erta Tata Kerja Perar Dam'ah (Berita Dnerah P:twmai
,“- N mm? Nomor 437) sebagaimana tnlah
m Nomor 73 Tahun 2019 tentang
a ---=,~_,.  Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

omor 59 Tahur *RB}'? tentang Kaduduhn, Susunan
E?-”’H Mirﬁ Knpulauan Riau Tahun 2019
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10 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2019 Nomor 652);

Izin Penyelenggaraan Satuan
dlmaksud pada diktum KESATU diburikm:l
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menyelenggarakan pendidikan sesuai den,
nasional pendidikan sebagaimana dimaklud
KELIMA, maka Izin Penyelenggaraan Pendidﬂtaﬂ ini
dicabut. ‘r_'

Keputusan Gubernur ini mulai berlnku
ditetapkan dengan ketentuan apabﬂa >
dalam penetapan Surat Keputusan iﬂi

perbaikan sebagaimana mestinya.
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